PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat:

WALIKOTA SERANG,

bahwa perlindungan anak dan perempuan untuk
menjamin terpenuhi hak-hak agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi;

bahwa untuk terpenuhinya perlindungan terhadap
anak dan perempuan diperlukan peran serta
pemerintah daerah dan masyarakat;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan
di Kota Serang, maka penyelenggaraan perlindungan
anak dan perempuan perlu diatur dalam Peraturan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan
Anak Dan Perempuan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita ( Conventioon on The
Elimination of All Froms of Discrimination Againts
Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3277);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

5. Undang - Undang ............



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang
Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia
Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3835);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai
Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan
Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3941);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4748);

15. Undang — Undang .................



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Pengesahan Optional Protocol to The Convention on The
Rights of The Child on The Sale of Children, Child
Portitution and Child Phornography ( Protokol Opsional
Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak,
Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5330);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5332);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi
Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4818);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2011
tentang Keterwakilan dan Partisipasi Perempuan
Dalam Proses Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 43);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN

ANAK DAN PEREMPUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Daerah Kota Serang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Serang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah DPRD Kota Serang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bidangnya menangani anak dan
perempuan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimalsesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari
suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya,
atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke
atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau
ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannyamenjalankan
kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Anak terlantar adalah anak yang tidakterpenuhi kebutuhannya secara
wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

13. Anak ..cooviiiiiiiiinn.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan
fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan
perkembangannya secara wajar.

Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai
kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat
istimewa.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah, dan negara.

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi
sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi
profesional dalam bidangnya.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada
anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi
secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak
yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan,
penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau
mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan
salah dan penelantaran.

Tenaga kerja perempuan adalah perempuan yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pekerja/buruh perempuan adalah perempuan yang bekerjadengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengusaha adalah :

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar
wilayah Indonesia.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

24. Penghapusan ..................



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang
diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam
rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman
kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan/atau yang mengalami
penderitaan psikis,mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial,
yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan
rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga,
advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak
lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perdagangan anak dan perempuan adalah tindakan
perekrutan,pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
ataupenerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,penggunaan
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,penjeratan utang atau
memberi bayaran atau manfaat,sehingga memperoleh persetujuan dari
orang yang memegangkendali atas orang lain tersebut, baik yang
dilakukan di dalamnegara maupun antar negara, untuk tujuan
eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Tindak Pidana Perdagangan anak dan perempuan adalah setiap
tindakanatau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-
unsurtindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuankorban
yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacurankerja atau
pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,
penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik,seksual, organ reproduksi,
atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau
kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum,dengan
atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang
menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan
terampasnya kemerdekaan seseorang.

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawanhukum
berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakantubuh, baik
dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa
takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadapkondisi fisik,
psikis, dan sosial agar dapat melaksanakanperannya kembali secara
wajar baik dalam keluarga maupundalam masyarakat.



BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan berasaskan:

a. Pancasila dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

penghormatan hak asasi manusia;
keadilan dan kesetaraan gender;
nondiskriminasi;

perlindungan korban; dan

mope o

pemberdayaan.

(2) Prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap anak dan perempuan
meliputi :
a. kepentingan yang terbaik bagi anak dan perempuan;

b. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak
dan perempuan; dan

c. penghargaan terhadap pendapat anak dan perempuan.

Pasal 3

(1) Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak
anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan
sejahtera.

(2) Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan
perempuan bertujuan:
a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban
dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati
dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama,
ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum
anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal5 ..cooviiiiiiiinn..



Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan
dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan
anak.

(1)

(2)
(3)

Pasal 7

Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan
kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang
tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab
terhadap anak.

Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
Pemerintah daerah menjamin pemenuhan hak-hak sipil anak.

Pasal 8

Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam
menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan
anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 9

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak
dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan
perlindungan anak.

(1)

(2)

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 10

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat,
dan minatnya; dan

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang
melakukan pencatatan kelahiran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya,
atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan
tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga,
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

Bagian Kesatu
Kesehatan

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan
menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak,
agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak
dalam kandungan.

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara
komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh
peran serta masyarakat.

(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif,
baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga tidak
mampu.

(5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 12

(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak
dan merawat anak sejak dalam kandungan.

(2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan
tanggung jawab sebagaimana dimaksud padaayat (1), maka
pemerintah daerahwajib memenuhinya.

(3) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab untuk memastikan setiap
kesehatan ibu yang melahirkan dan bayi di kota Serang mendapatkan
ASI eksklusif, dan imunisasi.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah, keluarga,dan orang tua wajib mengusahakan agar
anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan
hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 14
Pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari
perbuatan :

a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa
memperhatikan kesehatan anak;

b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan

c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian
tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang
terbaik bagi anak.

Bagian Kedua ...................
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Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 15

(1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar
minimal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.

(2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

(3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada :

a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat,
kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka
yang optimal;

b. pengembangan penghormatanatas hak asasi manusia dan
kebebasan asasi;

c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua,berakhlak mulia,
identitas budaya dan bahasa serta nilai-nilai daerah, nilai-nilai
nasional, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang
berbeda-beda dari peradaban sendiri;

d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab;

e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup;
dan

f. wawasan gender dan berkarakter mulai dikenalkan sejak usia
anak-anak.

Pasal 16

Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh
pendidikan.

Pasal 17

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan
di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-
haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 18

Anak yang berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama dan
aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar
biasa.

Pasal 19

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas
untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 20

Bagi anak usia 7 — 18 (tujuh sampai dengan delapan belas) tahun yang
belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh Pendidikan
melalui satuan pendidikan non formal antara lain :

a. kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar (SD) / Madrasah
Ibtidaiyah (MI);

b. kelompok ........c.coevinninnl.



(1)

(2)
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kelompok Belajar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) /
Madrasah Tsanawiyah (MTs);

kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) /
madrasah Aliyah (MA);

kelompok Belajar Paket C Kejuruan setara Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) / Madrasah AliyahKejuruan (MAK).
Pasal 21

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya
pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus
bagi anak dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar.

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan
aktif.

Pasal 22

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan
kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-
temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan

lainnya.
Bagian Ketiga
Sosial
Pasal 23
(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib menyelenggarakan

(2)

(3)

(1)

(2)

pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga
maupun di luar lembaga.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melibatkan peran serta Masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar,
lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak
yang terkait.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan
perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak
dapat :

a. berpartisipasi;

b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani
dan agamanya;

c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan
usia dan perkembangan anak;

d. bebas berserikat dan berkumpul;

e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya
seni budaya; dan

f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan
keselamatan.

Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan
disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan
lingkungannya agar tidak menghambat dan  mengganggu
perkembangan anak.

Pasal 25 .......ooiiiiiiinn.
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Pasal 25

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan
kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke
pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 26

(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan
perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

(2) Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib
menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Perlindungan Khusus

Pasal 27

Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam
situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari
kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi
dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak
korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang
cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 28
Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri
atas :
a. anak yang menjadi pengungsi;
b. anak korban kerusuhan;
c. anak korban bencana alam; dan
d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 29

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
hukum humaniter.

Pasal 30

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan
anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 huruf b, huruf ¢, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang,
pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan
keamanan, dan persamaan perlakuan; dan

b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan
anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 31
Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan

militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 32 ovvvviiiiiiiiinnnn....



(1)

(2)

(3)
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Pasal 32

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi anak yang berkonflik
dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban
dan tanggung jawab Pemerintah Kota Serang dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan
hak-hak anak;

b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;

d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi
anak;

e. pemantauan dan = pencatatan  terus menerus  terhadap
perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan
orang tua atau keluarga; dan

g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan
untuk menghindari labelisasi.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media
massa dan untuk menghindari labelisasi;

c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli,
baik fisik, mental, maupun sosial; dan

d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai
perkembangan perkara.

Pasal 33

(1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

(2)

(1)

(2)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui penyediaan
prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri,
mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan
menggunakan bahasanya sendiri.

Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri,
mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan
bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan
masyarakat dan budaya.

Pasal 34

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi
dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan
kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. penyebarluasan dan/atau  sosialisasi ketentuan  peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak
yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

b. pemantauvan .....................



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
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b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat
pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam
penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau
seksual.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi
terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 35

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dan terlibat dalam produksi
dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan,
perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan,
melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan,
produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan
perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan
melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan,
dan rehabilitasi oleh Pemerintah Kota Serang dan masyarakat.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan,
penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual
dilakukan melalui upaya :

a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana

(2)

dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui upaya :

a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak
anak;

b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan

c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk
mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan
individu.

Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan

pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan

penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang

cacat.

Pasal39 ...,
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Pasal 39

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan
penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan
melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh
Pemerintah Kota Serang dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan,
menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan
penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Tenaga Kerja Anak

Pasal 40
(1) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 41
Ketentuan lain - lain mengenai tenaga kerja anak diatur tersendiri dalam
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Bagian Keenam
Sarana dan Prasarana

Pasal 42

(1) Pemerintah daerah dan masyarakat menyediakan sarana dan
prasarana anak, antara lain tempat menyusui anak, tempat bermain,
tempat berekreasi dan berkreasi, Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan anak;
b. memotivasi kreatifitas anak; dan
c. mengandung unsur pendidikan.
(3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah kota serang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukan
oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial
kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan
usaha, dan media massa.

(5) Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB V
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu
Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap
Perempuan dan Anak

Pasal 43

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga
terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. kekerasan fisik;

b. kekerasan psikis;

c. kekerasan seksual; atau

d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 44

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a adalah
perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 45

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b adalah
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau
penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 46

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c

meliputi :

a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang
menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ling-kup
rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau
tujuan tertentu.

Pasal 47

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan
cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di
dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali
orang tersebut.

Pasal48 ...cooovvvvvvvviiii.. ..
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(2)

-17 -

Pasal 48

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan dan
anak sebagai korban kekerasan rumah tangga, tenaga kesehatan
harus :

a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;

b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan
visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat
keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama
sebagai alat bukti.

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau
masyarakat.

Pasal 49

Dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak sebagai
korban kekerasan rumah tangga, pekerja sosial harus :

a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa
aman bagi korban;

b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk
mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah
perlindungan dari pengadilan;

c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal
alternatif; dan

d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan
kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga
sosial yang dibutuhkan korban.

Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau
masyarakat.

Pasal 50

Dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak sebagai
korban kekerasan rumah tangga, relawan pendamping dapat :

a.

b.

menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan
seorang atau beberapa orang pendamping;

mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat
pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara
objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang
dialaminya;

. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban
merasa aman didampingi oleh pendamping; dan

. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada
korban.

Pasal 51

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan
penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman
dan taqwa kepada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan rumah
tangga.

Pasal 52 ...,



-18 -

Pasal 52

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan kepada perempuan
dan anak sebagai korban kekerasan rumah tangga, advokat wajib:

a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai
hak-hak korban dan proses peradilan;

b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk
secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang
dialaminya; atau

c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan
pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan
sebagaimana mestinya.

Pasal 53

(1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah
tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di
tempat kejadian perkara.

(2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain
untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak
kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian
perkara.

Pasal 54

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh
orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Pencegahan dan Penanganan Perdagangan
Anak dan Perempuan

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah
terjadinya tindak pidana perdagangan anak dan perempuan.

(2) Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan
mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan
penanganan masalah perdagangan anak dan perempuan.

Pasal 56

(1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan
anak dan perempuan, Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-
langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana
perdagangan anak dan perempuan.

(2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk
gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah Daerah,
penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.



(3)
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Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
lembaga koordinatif yang bertugas:

a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak
pidana perdagangan orang;

b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;

c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban
meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;

d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat
mengalokasikan anggaran yang diperlukan.

Pasal 57

Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi
sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial terhadap tindak pidana
perdagangan anak dan perempuan, Pemerintah Daerah dapat
membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat
pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 58

Dalam menyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak
korban kekerasan, Pemerintah Daerah dibantu oleh P2TP2A.

Ketentuan mengenai tatacara dan persyaratan pembentukan serta
susunan keanggotaan diatur dengan Peraturan Walikota dan
Keputusan Walikota.

P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur
Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah, institusi pelayanan
kesehatan, aparat penegak hukum, tenaga profesi, relawan
pendamping, pekerja sosial, rohaniawan, rumah aman (shelter), dan
pusat rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan penyelenggaraan P2TP2A dikordinasikan oleh SKPD yang
membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
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Bagian Kedua
Pendampingan

Pasal 59

Pendampingan dilakukan oleh orang atau lembaga yang mempunyai
keahlian untuk melakukan konseling, terapi dana advokasi guna
penguatan dan pemulihan korban kekerasan dan telah bekerjasama
dengan P2TP2A.

Bagian Ketiga
Kerjasama

Pasal 60

(1) Dalam menyelenggarakan perlindungan bagi korban kekerasan
berbasis gender dan anak, pemerintah Daerah dapat bekerjasama
dengan  Pemerintah, Pemerintah  Provinsi dan  Pemerintah
Kabupaten/Kota dan lembaga lainnya.

(2) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan
Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
konsultasi, Koordinasi dan pelaporan.

(3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, advokasi,
rujukan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan Sistem Pelayanan
Terpadu, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian keempat
Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 61

(1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan
kekerasan terhadap anak dilakukan oleh Walikota.

(2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait dan yang
membidangi.

Bagian kelima
Pembiayaan

Pasal 62

Kegiatan yang terkait dengan penyelenggaran perlindungan terhadap
korban kekerasan berbasis gender dankekerasan terhadap anak bersum
berdari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
d

Sumber Pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII ...,
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BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 63

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas melakukan penyidikan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini,
dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-—
undangan.

(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal
27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34,
Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41,
Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 50 dan
Pasal 54, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) kecuali jika ditentukan lain dalam perundang-undangan.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 65

(1) Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal
64 terhadap Pelanggaran perlindungan sebagaimana dimaksud oleh
peraturan daerah ini, baik oleh dunia usaha ataupun lembaga
pelayanan terpadu dan lainnya, dikenakan sanksi administratif
berupa:

a. Teguran;
b. Peringatan tertulis; dan

c. Pencabutan ijin.

(2) Prosedur tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan
perempuan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Ketentuan peraturan pelaksanaan yang sudah ada harus segera
menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota
Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 10 Juni 2013

WALIKOTA SERANG,

Ttd
Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 1 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Ttd

M. MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2013
NOMOR 7



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

IL.MUM

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita
bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,
dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari
tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggung
jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara
merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus
demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus
berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan
perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi
anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh,
dan berakhlak mulia, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan
persatuan.

Peraturan Daerah ini meletakkan kewajiban memberikan
perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

a. nondiskriminasi;

b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan
anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak,
lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau
lembaga pendidikan.

Sedangkan perlindungan anak dan perempuan terhadap tindak
kekerasan dalam rumah tangga ditujukan untuk mencegah, melindungi
korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Pemerintah..........



-24 -

Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melaksanakan
pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan
falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan,
terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi
manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk
diskriminasi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk suatu
peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak dan perempuan
terhadap tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara
komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada
korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada
masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah
tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Selain itu, dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai
perlindungan terhadap anak dan perempuan atas tindak pidana
perdagangan orang . Hal ini merupakan tanggung jawab Pemerintah,
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan
langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan
pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak
pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi
dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu,
perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian
bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12 ...............



Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
“Yang dimaksud dalam Lembaga adalah pemeliharaan
dan perawatan anak terlantar, melalui sistem panti
pemerintah dan panti swasta.
Sedangkan di Luar Lembaga adalah pemeliharaan dan
perawatan anak terlantar, melalui sistem asuhan
keluarga / perseorangan.”
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 24
Ayat (1)
huruf d
“Kebebasan berserikat dan berkumpul adalah
hak untuk bersekutu atau berserikat atau
berorganisasi demi kepentingan bersama. Hak
ini dilindungi oleh Undang - Undang Dasar
1945.”
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup jelas
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Pasal 26
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Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup Jelas
Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48
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Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 50

Cukup jelas
Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
Pasal 53

Cukup jelas
Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56

Cukup jelas
Pasal 57

Cukup Jelas
Pasal 58

Cukup jelas
Pasal 59

Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan
yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut konselor /
pembimbing) kepada seseorang yang mengalami masalah yang
bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapinya.

Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64

Cukup jelas
Pasal 65

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas
Pasal 67

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 67


http://id.wikipedia.org/wiki/Konselor
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